
Indonesia Tabun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Dacrah-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsl Djawa 

Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tabun 1950, Nomor 

42); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Mcngingat 

BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peratumn 

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan Don Belanja Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun Anggoran 2025, perlu menetopkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025; 
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

DENGAN RAIIMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 

TAHUN ANOOARAN 2025 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 

NOMOR !>O TAIIUN ?.025 

BUPATI WONOSOBO 

PROVINS! JAWA TENGAH 



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penerapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Norn.or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemcrintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahuo 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja .Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parta.i 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintahao Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilao Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dao prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2025. 

MEMUTUSKAN: 

630). Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 
78 Tahun 2020; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pedoman Teknis Peogelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 

tentaog Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 
2); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2025 

ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupateo Wonosobo 

Tahun 2025 Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Kabupateo Wonosobo Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lernbaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2025 Nomor 10); 



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah bcrhubung 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 
undang-undang. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang 

merupakan urusan Daerah. 

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka 

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 



keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
15. Dana Alokasi Umurn yang selanjutnya clisingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
clialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah 
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya clisingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang cliakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

18. Pembiayaan adatah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan cliterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

19. Pinjaman Daerah adatah semua transaksi yang menga.kibatkan Daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dan 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

20. Utang Daerah yang selanjutnya clisebut Utang adalah jumlah uang yang wajib 
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pcmerintah Daerah yang 
dapat clinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian, a tau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah 
milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik oegara, Sadan Usaha 
Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan 
pengembalian pokok pinjaman. 

22. Dana Cadangan adalah dana yang clisisihkan untuk mendanai kebutuhao 
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat clibebankao 
dalam 1 (satu) tahun aoggaran. 

23. Reocana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 



Rp. 33.706.944.828,91 

Rp. 43.948.371.133,00 
(Rp. 10.241.426.304,091 

Rp. 2.066.894.346.175,00 
(Rp. 43. 793.542.695.00l 

Rp. 2.023.100.803.480.00 

Rp. l.989.393.858.651,09 

33.552.116.390.911 (Rp. 
Rp. 2.022.945.975.042,00 1. Semula 

2. Bertambah/berkurang 
Jumlah Pendapatan Daerah 
setelah perubahan 

b, Belanja Daerah 
l. Semula 
2. Bertambah/berkurang 
Juml.ah Belanja Daerah setelah perubahan 

c Pembiayaan Daerah 

l. Penerimaan pembiayaan 
a) Semula 
b) Bertambah/berkurang 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.066.894.346.175,00 
berkurang sebesar Rp.43.793.542.695,00 sehingga menjadi 
Rp.2.023.100.803.480,00, dengan rincian sebagai berikut: 

a Pendapatan Daerah 

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

24. Rencana Pembangunan Tahurian Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 

(satu) tahun. 
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
daJam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah. 



Daftar Nama Penerirna, Alamat Penerirna, dan 
Besaran Bantuan Sosial; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Keuangan berslfat umum dan 
bersifat khusus; 
Daftar Nama Penerirna, Alamat Penerima, dan 
Besaran belanja bagi hasil; 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD Mcnurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Orga.nisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, .Jenis, Objek, Rincia.n Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Diklasifikasi 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

g Lampiran VII 

C Lampiran VI 

e. Larnpiran V 

d Lampiran IV 

c Lampiran Ill 

b. Lampiran II 

a Lampiran I 

Uraian lebih Janjut Penjabaran Pcrubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, tercantum dalam La.mpiran yang merupa.kan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

Pasal 3 

Rp. 0,00 
Rp. 33.706.944.828,91 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rµ. 0,00 

2. Pengeluaran pembiayaan 
a) Semula 

b) Bertam bah/ (berkurang) 
Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan 
Jurnlab pembiayaan neto setelah perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 



Pasal 4 
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tcntang Perubahan 
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan APBD dengan Program 
Prioritas Perbatasan Negara. 

Provinsi/ Pemerintah Kebijakan Sinkronisasi J. Lampiran X 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pernbiayaan; 
Rincian Dana Tambahan lnfrastuktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i Lampiran IX 

Pertambangan Gas 
dan Gas Bumi 

Pertambangan Minyak Bumi dan 
Alam/Tambahan DBH-Minyak 

Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam h Lampiran VIll 



KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 33 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal Ii, A guitu.s ~,.s 
S S DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

, 1 BuPATI WONOSOBO, 

Ditetapkan di Wonosobo 
pada tanggal 1;- A9ustw ?.O?.S" 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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